LEMBARAN DAERAH

KABI'PATE:'I| DAERAH TNIGKAT Il RE'\IBA~G
\10'10R 7 TAHLJ:\ 1999 SERI A \'OMOR 3

PERATCRA~ DAERAH KABUPATE\I DAERAII TI\GKAT II REMBAI~G

NOMOR 6 TAHC:\ 1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN

Menirnbang

Mengingat

BARAN GALIAN GOLONGA:\ C

DE:\GA:\ RAH:\[AT TCHA:\ YA:\G \IAHA ESA
BUP.H\TT KEP.\LA DAERAH TII\GKAT II RE'\IBANG

a.

bahwa Sumbcr Daya Alam berupa Bahan Galian Golongan C adalah
merupakan potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam
menunjang Pemerintahan dan Pembangunan:

bahwa sumber tersebut pada huruf a perlu dijaga dan dilestarikan
agar kcberadaannya dapat tctap mendukung dan mengantisipasi
perkembangan hidup masyarakat:

bahwa berdasarkan Lndang-undang :\omor 18 Tahun 1997 tenrang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah. Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah

Tingkat II:

bahwa untuk memungut pajak sebagaimana tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor [3 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-
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. Keputusan Menteri Dalam
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Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:
Undang-undang \Momor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemcrimahan di Daerah (Lembaran \cgara Republik Indonesia Tahun
1974 \iomor 38. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 3037):

Undang-undang N\omor 17 Tahun 199- tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lernbaran \egara Republik Indonesia Tahun 199,
Nomor 40. Tambahan Lembaran \cgara Republik Indonesia ornor
3684):

Undang-undang \omor 18 Tahun 199: tcntang Pajak Daerah dan
Retribusi  Dacrah < Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199-
\"omor 4. Tambahan Lernbaran '\egara Rcpublik Indonesia \omor
3685):

Undang-undang \omor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak dengan
Surat Pak-a ¢ Lcmbaran "\cfara Republik Indonesia Tahun 199- "\omor

-C Tamhahan Lcmbaran \cgara Republik Indonesia \;o1110: 36861:

Peraruran Pcmerintah 'vomor i9 Tahun 199- teruang Pajak Dacrah
<Lembarar :S.qgvna Republik Indonesia Tahun [9Q- Nemer 3 :

Tarnbahan Lembaran :\egara Rcpubhk Indonesia xomor 36911

Kcputusan Menter: Dalarn '\egeri "omor 3: Tahun 199.3 tent, u;

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Keputusan Menter: Dalam '<cgen N\omor 170 Tahun 1991 tentang

Pedomar Tata Cara Pungutan Paiar Daerah:

Kepuiusan Mentcri Dalam ',egen '\omor |7i Tahun 199- tentang
Prosedur Pcngesahan Peraturan Dacrah Tentang Pajak Daerah dan

Retnbusi Daerah:

!

!segeri '\omor 172 Tahun 1997 icntang
Wajib Pajak yang wajib menyclenggarakan Pernbukuan dan Tata Cara

Pembukuan.

Kcputusan Memeri Dalam Ncger: Nomor 173 Tahun 1997 tentang
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Tata Cara Perneriksaan di Bidang Pajak Daerah:

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Rernbang Nornor 5
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Xegeri Sipil dI Lingkungan
Pernerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang f Lembaran Dacrah
Kabupaien Daerah Tingkat II Rernbang Tahun 1989 Nornor 8]

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat 1I
Rem bang

MEMI'"TI"SKA:"

Mcnetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REM BANG TEIN ANG PAJAK  PENGAMBI LAt\ DA~
PENGOLAHA!\  BAHA.; GALIAl' GOLO,GAl\ C

BAB 1
KETE"TLA:\ CML"\f

Pa.al |
Dalam Perauran Dacrah i yang dimaksud dengan .
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat || Rcmbang
b Pemcnntah Daerah adalah Pernerimah Kabupaten Daeran " ingka: II Rembnnr:
¢ Bupau Kepala Daerah adalah Bupau Kcpala Dacral- Tingka: II Rcmbang:

d. Pcjabat yang duunjuk yan~ sclaujutnya disebut Pcliba adalah Pcgawai yang diner:
rugas icrtentu dibidang pcrpajakan daerah sc uvai dengar. peraiuran peraturan pcrundanc-
undangan yang berlaku.

e. PajakPcngambilan dan Pengolahan Bahar. Galian Golongan C yang selanjutnva discbut
pajak adalah pungutan Daerah atas pengambilan dan pengolahan bah:m gahan )!Olungan

C.
f  Bahan Gahan Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C scbagairnana dim ksud

dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g Eksploitas. Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golnngan C
<lari surnber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan:



h- Surat Pembcruahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surai
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhiiungan dan pembayaran Pajak
Pencrangan Jalan yang tcruiang mecnurut Peraturan perundang-undangan perpajakan:

i.  Surat Sctoran Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SSPD. adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pernbayaran atau pcnyetoran pajak yang
terutang ke Kas Dacrah atau icmpat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah:

J. Surat Kctctapan Pajak Daerah yang selanjurnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan
yang mcncntukan  besarnya jumlah pajak yang terutang

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang sclanjutnya disingkai SKPDKD
adalah Surat Keputusan yang mcncnrukan besarnya jumlah pajak yang terutang. jumlah
krcdit pajak. jumlah kckurangan pcmbayaran pokok pajak. besarnya sanksi adrninistrasi
dan jumlah yang rnasih harus dibayar:

I, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjumya disingkat
SKPDKBT adalah Surat Kcputusan yang mencntukan tarnbahan atas iumlah paiak

yang ducrapkan:

m. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
Surat Keputusan yang mencniukan jumlah kelebihan pernbayaran pajak karena jumlah

kredit pajak Ichih besar dari pajak yang ierutang atau tidak scharusnya icrutang

n. Surat ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN. adalah surat
Kcputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit

pajak. atau pajak tidak tcrutang dan udak ada kredit pajak:

0. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjumya disingkar STPD adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi bcrupa bunga dan atau dcnda.

BAB 11
NAMA, OBYF.K SUBYF.K DAN WA.JIB PAJAK
Pasal 2

Dcngan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut

pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
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Pasal 3

1) Obyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan
cksploitasi bahan galian golongan C.

12) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi
L asbes:
b. batu tulis
c. baru setengah permata;
d. batu kapur:
e batu apung

. batu perrnata:

g bentonit:
h. dolomit
1. fieldspar,

| garam hatu (halitc ):

k  grafit

I, granit

m.  gips:

n. Kkalsit

o. kaolin:

p. leusit:

g. rnagnesir
r.  mika;

s marmer:
I. nitrat

u  opsidien:
v. oker;

w. pasir dan kerikil;



x  pasir kuarsa:

\'" perlit:
7. phospat
aa talk;

ab. ianah serap (fullers earth)
ac tanah diatome:
ad tanah liar
ae. tawas (alum):
af tras:
ag  vyarosif
ah  zeolit.
Pasal 4
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mcnyclenggarakan eksploitasi atau
mengunbil Balian Galian Colongan C.
Pasal §
Wajib Pajak adalah orang pribadi aiau badan ~anf rncnyclenggarakan eksploitasi Bahan
Galian Golongan C
BAB III
DASAR PENGENAAN DA!'\TARIP PAJAK

Pasal 6
(I Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual eksploirasi bahan Galian Golongan C
(1) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung dengan mengalikan volume

tonase dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian

Golongan C.
(31 Harga pasar sebagaimana dirnaksud ayat (1 pada masing-masing jenis Bahan Galian
Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dcngan

harga rata-rata yang berlaku di Daerah
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(4) Harga siandar sebagairnana dimaksud aya: (2) ditetapkan dengan Kepurusan Bupaii
Kepala Daerah.

Pasal 7

Tarip Pajak ditetapkan sebcsar 20 ‘it rdua puluh persern.

BAB J\
WILAYAH PEMUNGUTA:\" DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal §
<1l Pajak yang terutang dipungut di wilayah Dae rah

¢2' Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara rnengalikan iarip sebagaimana dimaksud

Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 6.

BAB\

MASA PAJAK. SAAT PAJAK TERUTANG DA~
SLRAT PEMIBERITAHL \\' PLI\K D:\ER.\H

Pasal 9

Masa pajak adalah jangk« waktu iertcmu yan~ lamanva ditctapkan oleh Bupati Kepala

Dacrah sebagai dasar untuk menghitung besarnva Pajak teruiang

Pasal 10
Tahun Pajak adalah jangka waktu icnemu yanl'. lamanya safu iahun iakwin kecuali bila
wajio Pajak menggunakan iahun buku yang tidal, sarna dengan tahun takwm

Pasal 1I

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiaran cksploitasi bahan galian golongan
C

Pasal 12
i J Sctiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD

(2) SPTPD sebagaimana drmaksud pada ayat <[ Iharus diisi denganjelas. benar dan lengkap
serta ditandantangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
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Benruk. isi dan iata cara pengrsran SPTPD ditetapkan olch Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGI-fffli~GA''i  OA\i PE~ETAPAN P.AJAK

Pasal 13

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ¢ 1l. Bupan Kepala
Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD scbagaimana dirnaksud pada ayat t[1 tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama saru hulan sejak SKPD diteruna. dikenakan sanksi adrmnistrasi

berupa denda scbesar 2 <t tdua persern scbulan dan ditagih dengan mcnerbitkan
STPD.

Pasal I~

Wajib Pajak yang mernbayar <endiri , SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat t | | digunakan untuk menghiumg. memperhitungkan dan rnenetapkan paiak scndiri

yang teruiang,

Dalam jangka waktu 5 (lima icahun sesudah saat tcrutangnya pajak. Bupati Kepala

Daerah dapat rmenerbitkan :

a. SKPDKB:

b. SKPDKBT:

c.  SKPDN.

SKPDKB sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasi pemeriksaan atau kecerangan lain pajak yang cerucang
tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan dihirung dari pajak yang kurangacau terlambat dibayar
unruk jangka wakru paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

b.  Apabila SPTPD tidak disampaikan dalamjangka wakru yang ditentukan dan telah

ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

(dua persen) sebulan dihirung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar unruk
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jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak

c. Apabila kewajiban rncngisi SPTPD tidak dipenuhi. pajak yang terutang dihitung
secara jabatan. dan dikenakan sanksi adrninisirasi berupa kenaikan sebesar 25 Tc
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 - (dua persern sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat  dibayar unruk jangka waktu paling lama 24 <dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb diterbitkan apabila ditemukan

data baru atau data yang semula belum terungkap yang rncnycbabkan penambahan

jurnlah pajak yang ierutang dan dikenakan sanksi administrasi bcrupa kenaikan scbcesar

100 70 tseratus person) dari jumlah kekurangan pajak tersebut

SKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbukan apabilajumlah pajak
yang ierutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang clan
tidak ada kredi pajak .

Apabila kewajiban mcrnbayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu
yang dircruukan. ditagih dengan menerbitkan STPD diiambah  dcngan  sanksi

administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) sebulan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Pernbayaran pajak dilakukan di Kas Daerah arau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan
STPD.

Apabila pernbayaran pajak dilakukan ditempat lain yang dirunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-larnbatnya | x 24 jam atau dalam waktu

yang ditcntukan oleh Bupati Kepala Daerah.
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Pembayaran pajak sebagairnana drmaksud pada ayat ¢! |dan ayat ( 7, dilakukan dengan
rnenggunakan SSPD.

Pasal 16
Pernbayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan persctujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. setelah rncmenuhi persyaratan

yang ditentukan.

Angsuran pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21. harus dilakukan
secara terarur dan benurut-rurut dengan dikenakan bunga sebesar ') 7t (dua persern

scbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dapat membcerikan perserujuan kepada Wajib Pajak
untuk menunda pernbayaran pajak sampai baias waktu yang ditentukan sctelah
merncnuhi persyaratan yang ditenrukan dengan dikenakan bunga 2 ~ tdua persen |

scbulan dari jumlah pajak yang belum aiau kurang bayar
Pcrsyaratan  untuk dapat rncngangsur dan menunda pernbayaran serta tata cara
pcmbayaran angsuran sebagaimana dirnaksud pada aya: (2| dan ayat 131 ditciapkan
oleh Bupati Kepala Dacrah.

P.asal 17

Setiap Pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada Pasal 15 dibcrikan ianda bukti

pernbayaran dan dicatat dalam buku pencrimaan.

Bentuk. jenis. isi. ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pernbayaran pajak

sebagairnana dimaksud pada ayat (I). ditctapkan oleh Bupati Kepala Daerah

BABVIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

Surat Teguran aiau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis scbagai awal tindakan
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pelaksanaan awal penaghan pajak dikeluarkan 7 rtuiun) hari sejak saat jaruh tempo

pernbayaran.

<2l Dalam iangka waktu 7 uujuh) hari seielah ianggal Sura! Tcguran atau Surat Peringatan

atau Surat lain yang sejcnis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3l Surat Teguran. Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) dikeluarkan oleh Pejabat
Pasal 19

() Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi sebagairnana ditenrukan
dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak

yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa
(21 Pejabat meneribtkan Surat Paksa segera setelah lewat ~I (dua puluh saru) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Penngaian atau Surat lain yang sejenis diterbitkan
Pa.;al 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
ianggal pernberiiahuan Surat Paksa. Pejabat scgera mcnerbitkan  Sural Perimah
Melaksanakan Penyitaan.

Pa al 21
Apabila telah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pclaksanaan Surat Perintah Mclaksanakan
Pcnyitaan. ‘wajib Pajak bclum juga melunasi utang pajaknya. Pejabat mengajukan pcrmintaan
penctapan tanggal pelelangan kepada Kantor Letang :--:egara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lclang . egara renetapkan hari. ranggal. jam clan ternpat pelaksanaan

lelang. juru sita mernberitahukan dengan cgera secara terrulis kepada wajib pajak.

Pa.sal 23

Bentuk. jenis dan isi formuhr yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak dacrah

ditetapkan oleh Bupau Kepala Daerah
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BAB IX
PETIGURANGA'-. KERI'\GA~A:-: D.\-: PEYIBEBASA~ PAJAK

Pasal 24
Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan. keringanan dan pcmbebasan pajak.

Tata cara pemberian pengurangan. keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana

dirnaksud pada ayat (). ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X
TATA CAR.\\ PENIBETIi'LA-. PEMBATALAN,
PENGURA:\'GA-: KETETETAPA'\ DAI\ PENGHAPUSAN ATAU
PENIGUU:\'GA-: SA'"'KSI ADMI:\'ISTRASI

Pasal 25

Bupau Kcpala Daerah karcna jahatan atau aias pcrrnohonan Wajib Pajak dapai .

a  mernbctulkan SKPD arau SKPDKB aiau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan rulis. kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. mernbatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga. denda dan
kenaikan pajak yang terutang dalam ha! sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannva.

Permohonan pemberulan. pembatalan. pengurangan kctetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi aras SKPD. SKPDKB. SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara terrulis oleh wajib
pajak kepada Bupati Kepala Daerah. atau pejabat selarnbat-lambamya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal direrima SKPD. SKPDKB. SKPDKBT atau STPD dengan

memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
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scbagaimana dirnaksud pada ayat <2 ditcrima. sudah harus mcmberikan keputusan

Apabrla  seielah lewat wakru 3 tigal bulan scbagairnana dimaksud pada ayat 3 fCigal
Bupau Kcpala Dae rah atau Pejabat tidak rncmberikan keputusan. perrnohonan
pernbctulan. pernbaralan. pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pcngurangan

sanksi adrninistrasi.  dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26
Wajib Pajak dapat mcngajukan kcberatan hanya kepada Bupati Kcpala Dacrah atau
Pejabat atas suatu .
a.  Surat Ketetapan Pajak Daerah ISKPD):
b.  Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB):
¢ Surat Kctctapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan (SKPDKBTI:
d. Surat Ketctapan Pajak Dacrah Lebih Bayar ISKPDLBI.
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
f.  Pernotongan atau pcmunguian oleh pihak ketiga berdasarkan pcraturan pcrundang-
undangan perpaiakan daerah yang berlaku.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksucl pada ayat (I) harus disampaikan secara
terrulis  dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD.
SKPDKB. SKPDKBT. SKPDLB. dan SKPDN ditcrirna oleh Wajib Pajak. atau tanggal
pemotongan. pcmungutan oleh pihak keriga sebagaima.na dimaksud pada ayat (I) dengan
alasan yangjelas. kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.

Bupari Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama [2 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2)

ditcrirna. sudah harus mcmberikan kepurusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3

(tiga) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan. pcrmohonan
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keberatan dianggap dikabulkan.
Sl Pengajuan kebcratan scbagairnana dimaksud pada ayat (I tidak menunda kewajiban
membayar pajak.
Pasa27
()  Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Sadan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam jangka waktu 3 uigal bulan setelah diterirnanya keputusan kebcratan
(2) Pengajuan Banding scbagairnana dimaksud pada ayat ,[1 iidak menunda kewajiban
membayar pajak.
Pasal 28

Apabila pengajuan  kebcraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding
sebagairmana  dirnaksud pasal 17 dikabulkan scbagian atau scluruhnya. kelebihan pcrnbayaran
pajak dikemhalikan dcngan ditambah imbalan bunga sebesar 2 o, (dua pcrsern sebulan

umuk paling lama 24 rdua puluh ernpan bulan,

BAB XII

TATA CARA PE1'GE\IBALIA:\ KELEBIHAJ\.
PE:\1IBA\'ARA'"i P.UAK

Pasal 29

() Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pcngernbalian kclcbihan pernbayaran pajak

kepada Bupaii Kepala Daerah atau Pejabat

(2) Bupati Kcpala Dacrah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas i
bulan sejak diterrmanva permohonan pengembalian  kelcbihan  pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (I ] harus memberikan keputusan

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (/) dilampaui. Bupari Kepala
Daerah atau Pejabat tidak membcrikan kcpurusan, permohonan pengembalian kelcbihan
pernbayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLh harus diterbitkan dalam waktu
paling lama [ (satu) bulan

(4) Apabila Wajib Pajak mernpunyai utang pajak lannya , kelebihan pernbayaran pajak
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sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu utang pajak dimaksud.

(51 Pengembalain kelebihan pernbayaran pajak dilakukan dalam wakiu palmg lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan rmcnerbukan Surat Periruah Mcmbayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6] Apahila pengembalian kelebihan pernbayaran pajak dilakukan screlah lewat waktu 2
«iuai bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Bupari Kepala Daerah atau Pejabat
mernberikan  imbalan bunga sebesar : ~ (dua prosern sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila  kclebihan pcmbayaran pajak diperhitungkan  dengan utang pajak lainnya.
scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 29 aya: (4) pembayarannva dilakukan dengan cara

memindah bukuan clan bukti pemindah bukuan herlaku sebagai hukti pembayaran.

HAB XM

KEDALIiWARSA

Pasal 3l

4 Hak untuk mclakukan penagihan pajak. kcdaluwarsa <ctclah melarnpaui jangka wakru
5 (lima 1 tahun tcrhitung sejak saat terutangnya pajak kccuali apabila Wajib Pajak

melakukan tindak pidana di bidang pcrpajakan dacrah
(21 Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dirnaksud pada ayat (I) tertangguh apabila:
a  ditcrbitkan Surat Teguran clan Surat Paksa aiau:

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak bark langsung rnaupun tidak langsung,
BAB XI\"
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(Il Wajib Pajak yang karena kcalpaan tidak mcnyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
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iidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan dacrah capat dipidana dengan pidana kurungan paling lama
isatu) tahun danatau denda paling banyak 2 «luai kali [umlah pajak yang ierutang
Wajib Pajak yang dengan sengaja udak mcnyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
udak benar atau tidak lengkap atau mclarnpirkan kcterangan yang tidak benar schingga
merugkan keuangan daerah dapai dipidana pcnjara paling lama 2 rdual tahun dan

uau denda paling banyak .i(empar) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3/ udak dituruut setclah melampaui

jangka wakru 10 (scpuluh) tahun scjak :aat terutangnya pajak arau bcrakhirnya Masa Pajak

atau Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV
PE'1YIOIKA'i

Pasal 34

(Il Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus unruk mclakukan penyidikan undak pidana dibidang perpajakan daerah.

Dalam melaksanakan rugas penyidikan. para pejabat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang :

a  mener irna, mencan. mengumpulkan dan mencliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pcrpajakan daerah agar keterangan
arau laporan tersebut mcnjadi lebih lengkap dan jelas.

b.  mcneliti, mencari dan mengumpulkan keierangan mengenai orang pribadi atau
badan tenrang kebcnaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah

c. mernirua keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana perpajakan daerah

¢t memeriksa buku-buku. catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
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undak pidana perpajakan di dacrah.

melakukan penggcledahan unruk mendapatkan hahan bukti pcmbukuan. pencataian
dan dokurnen-dokurnen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut.

merninta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak peidana
di bidang perpajakan daerah

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemerik.saan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
arau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperik.sa sebagai tersangka
atau sak.si

menghentikan penyidikan

mclakukan iindakan lain ~ang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) rnernberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikkannya kcpada Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan

yang diarur dalam Undang-undang ~ omor 8 Tahun 981 ientang Hukum Acara Pidana

BAB XVI
KETENTUAN PEI'UTLJP

Pasal 35

yang belum cukup diatur dalam Pcraturan Daerah ini sepanjang rnengenai

pelaksanaannya akan diarur lebih lanjut oleh Bupari Kepala Daerah

Pasal36

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Agar supaya seriap orang dapat rncngetahuinya. rmcemerintahkan pengundangan Peraturan



- 18 -

Dacrah ini dengan mcnernpatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

IT Rembang,
Diietapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 1998
DEWA. PERWAKILA); RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TI GKAT Il TINGKAT 1l RE'VIBANG
RE'.V1BA.G
HENOARSONO Drs. H. \MACIIIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 5 ayat (41
L ndang undam; -.ornor 18 tahun 199, tcruang
Pajak daerah dan Retribusi Dacrah

Diundangkan dalam Lernbaran Daerah
Kabupaicn Dacrah Tingkat II Rembang
Nomor 7 Tahun 1999 Seri A

Nomor 3 pada Tanggal 30 Juli 1999

Sekretaris Wilayah ~ Daerah Tingkat 11
Rem bang

H. ~OERANI10, SH

Pembina Utama Muda
. IP. 500 040 991
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PENJELASA!
ATAS

PERATURAIN DAERAH KABUPATE!\ DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHU1\ 1998

TENTANG
PAJAK PENGAMBIIA!\ DAN PENGOLAHAN
RAHAN GALIAN G-OLONGAN C

. UMUM
Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Dacrah dan Retribusi Oacrah. yang ditindak lanjuu dengan Peraturan Pcmerintah
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. maka Pemeriruah dacrah Tingkat | maupun
Pemeriniah Dacrah Tingkat II diharuskan menyusun kernbali Pcraturan Daerah mengcnai

Pajak Daerah yang sesuai dcngan Peraiuran Perundang-undangan yang berlaku

Dalam L'ndang-undang :\omor I8 iahun 1997 icmang Paak Daerah dan Rctrihusi
Daerah. B,\B II. Pasal ~ ayat ( huruf e disebutkan Pajak Pcngambilan dan Pengolahan
Bahan Galian Golongan C adalah salah sarujenis Pajak Daerah Tmgkat 11. maka mcrupakan
kcliarusan bagi Pcmeriruah Kabupaten Daerah Tingkat [I Rcmbang uniuk menyusun

Peraturan Dacrah icntang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

II. PASAL DE\I1 PASAL
Pasal |
Cukup jclas
Pasal 2
Cukup jclas
Pasal 3
Ayat (Il
Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C adalah
pengarnbilan bahan galian golongan C dari surnber alarn di dalam atau

permukaan burni unruk dimanfaatkan,
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Ayat 12)
Cukup jclas
Pasai -i
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jclas
Pasal 6
Ayat ! 1
Cukup jelas
Ayat 12)
Cukup jelas
Ayat 13)
Cukup jelas
Aya: t])
Cukup jclas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Aya: (D
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1l
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cul...Up jelas
AyaL(3)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat <)
Cukup jela
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (I)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat 13)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah
penetapan besarnya pajak icrutang yang dilakukan oleh Bupati Kepala
Daerah atau Pejabat yang dirunjuk berdasarkan data yang ada atau
kcterangan lain yang dimiliki Bupati Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat [5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
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-0 -

Ayat (1]

Cukup jclas

Ayat (2!

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 16

Cukup relas

Ayat (li

Wajib Pajak tidak boleh rncmbayar utang pajaknya dengan cara mengangsur.

Ayat (2)

Apabila  Wajib Pajak iidak dapat membayar pajak sekaligus/lunas maka
wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur kepada Bupat
Kepala Daerah. dan apabila wajib Pajak telah mcrnenuhi persyaratan >'m~
telah due mukan maka Bupaii Kcpala Dacrah atau Pejabat dapat

mernberikan pcr-civiuan kcpada \\'ajib Pajak umuk mcngangsur utan~
pajaknya.

Avat (3)

Cukup ielas

Ayat (41

Cukup jcla-,

Ayat (5)

Pasal 17

Cukup jclas

Ayat (] 1

Cukup jelas

Aya: (2)

Pasal 18

Cukup jelas

Aya: ()

Jatuh tempo pcmbayaran adalah batas wakru tanggal yang dkenrukan bagi
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya,
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Ayat (2)
Cukup jelas
A~rell (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (|
Cukup jclas
Ayat (2)
Cukup jclas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 2|
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup icla-
Pasal 2.
Cukup jelas
Pasal 2|
Ayat Cl)
Dalam ke adan rementu  \Vajib  Papk  ridk  dpat me laksariakan
kewajibannya maka Bupati Kcpala Dacrah dapa: memberikan penguraugan.
keringanan dan pernbcba: an pajak
Ayat (2
Cukup jelas
Pasal 25
Avat (1)
Dalam ha! tcnentu petugas melakukan kesalahan dalam ha! penctapan
SKPD dan STPD maka Wajib Pajak dapat mengajukan pembcuilan.
pengurangan ketetapan. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dan pcrnbatalan  ketetapan pajak yang tidak benar.
Ayai (2)
Cukup jelas



Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayai (4]

Cukup jelas
26
Ayat <l)

Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat !5)

Cukup jelas
17
Ayat (1)

Cukup jclas
Ayat Q)

Cukup jelas
28

Cukup jelas
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Y
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Avat 15,
Cukup jclas
\~at 16l
Cukup ielas
Pasal 3()
Cukup jclas
Pasal 3!
Axvac (I
Saal Kedaluwarsa penaghan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi
kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal dicerbitkan surat teguran dan surat paksa. kedaluwarsa
penaghan dihirung sejak canggai penyampaian surat paksa iersebut.
Huruf h
mg dimaksud dengan pengakuan utang paiak sccara langsung adalah
Wajib Pajak dcngan kesadarannya masih mempunyai utang pajak
clan bclum rmelunasi kepada Perneriruah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak tidak secara langsung
adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyaiakan
bahwa ia mempunyai utang pajak kcpada Pemerimah Daerah.
Pasal 32
Avat (1l
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak
untuk memcnuhi kewajibannya
Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja. lalai. tidak hati-hati atau
kurang mcngindahkan kewajibannya schingga perbuatan tersebut
menimbulkan kerugian keuangan Pernerintah Daerah.
Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada

alpa. mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Pemerintah Daerah.



Pasal 33
Ketcntuan  int dimaksudkan guna mernherikan kepasuan hukum bag Waiib

Pajak. Penuntut lmum dan Hakim

Pasal 34
A~al <)
Penyidik di bidang Perpajakan Daerah adalah Pejabai Pcgawai Negceri
Sipil iertemu di lingkungan Pcmerntah Daerah yang diangkat oleh Menten
Kchakiman. scsuai dengan pcrundang-undangan  yang berlaku
Penyidikan di bidang perpajakan dacrah dilaksanakan menurut kctenruan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun ‘981 teruang Hukum
Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya
Ayat (2)
Cukup jelas
Aya: <3)
Cukup jclas
P.lsal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas



